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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, perlu men erapkan sistem manajemen kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terencana, terpadu, sistematis,
dan berkelanjutan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan;

bahwa pengaturan mengenai penilaian pre stasi kerja
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan B adan Pengawas
Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum di bidang kepegawaian, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan M akanan tentang
Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tam bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 20 Nomor 6 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 477);

4. Peraturan Pemerintah No mor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan M akanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
12 Tahun 201 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan
Peratur an Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1274);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN  KINERJA
PEGAWAI NEGERI  SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN .

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Man ajemen Kinerja P egawai Negeri Sipil adalah
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan
kinerja , pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan
kinerja , penilaian kinerja , tindak lanjut , dan sistem
informasi kinerja.

2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bad  an Pengawas Obat
dan Makanan yang selanjutnya disingkat PNS BPOM
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
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(1)

)

®3)

(4)

(1)

(2)

pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

Kinerja P egawai Negeri Sipil adalah hasil kerja yang
dicapai oleh setiap P egawai Negeri Sipil pada
organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai

dan perilaku kerja.

Pasal 2

PNS BPOM dalam melaksanakan manajemen Kkinerja
harus menerapkan  Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Sistem  Manajemen Kinerja  Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan

kinerja;
c. penilaian kinerja;
d. tindak lanjut; dan
e. sistem informasi kinerja PNS.
Sistem  Manajemen Kinerja  Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bad an ini.
Sistem  Manajemen Kinerja  Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara
mutatis mutandis bagi seluruh calon pegawai negeri siplil

di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3
Perencanaan kinerja terdiri atas penyus unan dan
penetapan sasaran kinerja pegawai dengan
memperhatikan perilaku kerja.
Proses penyusunan sasaran kinerja pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:

a. perencanaan strategis instansi pemerintah;
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b.  perjanjian kinerja;
o organisasi dan tata kerja;
d. uraian jabatan; dan/atau
e. sasaran kinerja pegawai atasan langsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan
strategis instansi pemeritah dan/atau perjanjian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b ditetapkan dengan Keputusan Badan.

(4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan .

Pasal 4

(1) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses
penil aian sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap
diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Kinerj a Pegawai Negeri Sipil yang telah dinilai sebelum
berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku dan harus
menyesuaikan  untuk penilaian tahun 2021 sesuai

dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1998), dicabut dan dinyatakan tidak ber laku.
Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tang gal 10 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

L PENDAHULUAN
A. UMUM

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77
ditetapkan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada
sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat wunit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS. Hasil penilaian kinerja PNS
digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan
PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan
jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan
sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS ditetapkan bahwa
penilaian kinerja tersusun secara sistematis dalam Manajemen
Kinerja yang terdiri atas perencanaan kinerja; pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak
lanjut, dan Sistem Informasi Kinerja.

2. Manajemen Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem
manajemen kinerja PNS.

3. Sistem Manajemen Kinerja PNS dilaksanakan untuk
mempermudah PNS melakukan perencanaan kinerja dan
pelaksanaan tugas jabatannya serta mempermudah Pejabat
Penilai Kinerja PNS untuk melakukan pemantauan kinerja,
pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan Sistem
Informasi Kinerja PNS.
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4. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas

pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan

sistem karier.

5. Penilaian kinerja PNS berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.

6. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif,
terukur, akuntabel, partisipasif, dan transparan.

TUJUAN

Memberikan panduan bagi PNS dalam melakukan perencanaan
kinerja dan pelaksanaan tugas jabatannya serta panduan bagi
Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk melakukan pemantauan kinerja,
pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan Sistem
Informasi Kinerja PNS.

PENGERTIAN UMUM

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sistem Manajemen Kinerja PNS adalah suatu proses sistematis
vang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak
lanjut, dan sistem informasi kinerja.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran Kinerja Pegawal yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang hamis dicapai setiap tahun.

Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib
dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja
yang dicapai oleh setiap PNS.

Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.

Realisasi adalah hasil kerja yang dipercleh sebagian, sesuai,
atau melebihi target.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan
yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang
seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang
dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau
pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atazan langsung dari
Pejabat Penilai Kinerja PNS atau Pejabat lain yang ditentukan.
Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat
yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian atas wusul pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan,
pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi
PNS.

Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai ocleh setiap PNS
pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan
pembinaan manajemen ASN sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2020, No.597
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Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan
oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian
target kinerja yang terdapat dalam SKP.

Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan
target kinerja.

Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan
sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam
membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan
kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja.
Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi
dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang
dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.

Konselor adalah pihak yang memberikan konseling.
Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja
PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau
instansi.

Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh
instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
Sistem Informasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur
pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan,
dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi.
Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat
administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan
fungsi pengelolaan kinerja PNS.

Balanced Scorecard yang selanjutnya disingkat BSC adalah
suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi,
tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dan disusun dengan memperhatikan
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perkembangan lingkungan strategis sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus
dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran
strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab
akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi
organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah
tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau
kinerja.

Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang
diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah
rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan
dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan.

Kinerja Utama adalah penjabaran kinerja dari kinerja utama
atasan langsung, yaitu kinerja utama bagi pejabat pimpinan
tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi, kinerja
utama bagi pejabat administrasi merupakan penjabaran
kegiatan atasan langsung, dan kinerja utama bagi pejabat
fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir
kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran
sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
Kinerja Tambahan berupa tugas tambahan adalah tugas yang
diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik yaitu
disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai
Kinerja PNS dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam
surat keputusan, di luar tugas pokok jabatan, sesuai dengan
kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan, dan/atau
terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai
PNS yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi.

2020, No.597
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37. Elektronik Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
e-SKP adalah sistem yang memuat proses penyusunan SKP
dan penilaian kinerja secara elektronik bagi PNS di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

38. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

39. Hari adalah hari kerja.

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja PNS terdiri atas:

1. Penyusunan Peta Strategi Organisasi;

2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
3. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

II.1. PENYUSUNAN PETA STRATEGI ORGANISASI
A. UMUM

1. Manajemen Kinerja organisasi merupakan rangkaian kegiatan
pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam
rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Pada tingkatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tujuan
organisasi diterjemahkan dalam visi dan misi yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra). Badan Pengawas Obat dan
Makanan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard
(BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Badan
Pengawas Obat dan Makanan melalui penjabaran visi, misi,
tujuan, dan sasaran ke dalam suatu peta strategi dengan
3 (tiga) perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif
stakeholders/customer, perspektif internal process sasaran
strategis, dan perspektif learn and growth. Sistem BSC
membagi organisasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam 7 (tujuh) level berdasarkan tingkatan secara struktur
organisasi, namun penetapan level ini tidak berdasarkan
tingkatan eselonisasi. Pembagian level dijelaskan pada
Tabel 1.

Tabel 1
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Level Organisasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan
Berdasarkan BSC

Level Organisasi Ruang Lingkup
Level O Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan
Level I Seluruh  Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Level O

Level II Seluruh  Jabatan Pimpinan Tinggi
{Unit Kerja Pusat) Pratama lingkup Pusat yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Level I

Level 11 Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis
{Unit Pelaksana Teknis) | yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Level O

Level 11 Seluruh Jabatan Administrator
lingkup Pusat dan seluruh jabatan
lingkup Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Level I

Level IV Seluruh Jabatan Pengawas lingkup
Pusat dan seluruh jabatan lingkup
Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Level I11

Level Individu Pejabat Fungsional dan Pelaksana

2. Peta Strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang
terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada
visi dan misi organisasi. Peta Strategi memberikan gambaran
visual dari stratepi organisasi sehingga memudahkan dalam
mengomunikasikan strategi. Sasaran Strategis merupakan
deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai
suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai
organisasi pada periode tertentu. Peta Strategi merupakan

perspektif untuk mengelola kinerja organisasi.

3. Perspektif yang digunakan dalam BSC Badan Pengawas Obat
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dan Makanan, yaitu:
a. Perspektif Stakeholders/Customer. Perspektif ini mencakup

sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk:

1) memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut
pandang pemangku kepentingan (stakeholders); dan

2) memenuhi harapan customer dan/atau harapan
organisasi terhadap customer.

Stakeholders adalah pihak internal maupun eksternal yang

secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan

atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun

tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Customer adalah pihak eksternal yang terkait langsung

dengan pelayanan organisasi.

. Perspektif Internal Process Sasaran Strategis. Perspektif ini

mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui
rangkaian proses yang dikelola organisasi, memberikan
layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholders dan

customer (value chain).

. Perspektif Learn and Growth. Perspektif ini mencakup

sasaran strategis yang berupa kondisi sumber daya
internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang
seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan
proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome
organisasi yang sesuai dengan harapan
stakeholders/ customer.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PETA STRATEGI
Peta Strategi disusun pada level 0, Level I, dan level IL
Penyusunan Peta Strategi memperhatikan *Vertical Alignment”
artinya Peta Strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu
pada Peta Strategi level yang lebih tinggi dan “Horizontal
Alignment” yaitu memperhitungkan kepentingan bagian atau unit

kerja yang lain.

. Mengetahui kondisi yang ingin dicapai organisasi.
Pemahaman visi dan misi organisasi dilakukan untuk
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mengetahui kondisi yang ingin dicapai oleh organizasi.

Gunakan referensi untuk penyusunan Peta Strategi seperti

Renstra, semua regulasi yang berkaitan dengan pengawasan

Obat dan Makanan di Indonesia, dan harapan stakeholders

danfatau customer utama. Temukan kata kunci sasaran dari

visi dan misi organisasi.

. Mengidentifikasi perspektif Peta Strategi dan menetapkan

sasaran di setiap perspektif.

Untuk perspektif stakeholders/customer, lakukan terlebih

dahulu identifikasi siapa stakeholders danjfatau customer

organisasi pemilik Peta Strategi ini. Contoh, stakeholders

level 0 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

masyarakat Indonesia, maka ditentukan sasaran strategis

berdasarkan apa vyang diharapkan oleh negara dan

masyarakat Indonesia dengan dibentuknya Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis pada perspektif internal process sasaran

strategis, disusun berdasarkan proses utama organisasi

dalam memberikan layanan untuk memenuhi ekspektasi

stakeholders/ customer.

Untuk sasaran strategis pada perspektif learning and growth,

dilakukan identifikasi modal suatu organisasi untuk

menjalankan tugas fungsinya. Pada perspektif ini, akan dibagi

menjadi modal sumber daya manusia, teknologi informasi,

organisasi, dan keuangan.

Dalam penyusunan kalimat sasaran strategis, setiap kalimat

harus terdiri dari dua hal, yaitu aspek dan kondisi. Sasaran

Strategis disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menggambarkan kondisi ideal dan realistizs yang ingin
dicapai;

b. berupa pernyataan yang singkat dan jelas sehingga mudah
dipahami;

c. merupakan sasaran-sasaran yang bersifat penting dan
memperoleh prioritas;

d. dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional dan
bersifat kualitatif; dan

e. dalam hal sasaran strategis tidak memiliki acuan/mandat
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dari level atasnya, maka level yang bersangkutan dapat
membuat sasaran strategis sendiri sesuai hasil identifikasi

perspektif.
3. Melakukan pengecekan hubungan sebab akibat antar
perspektif.

Pengecekan hubungan sebab akibat

dilakukan untuk

memastikan bahwa pencapaian sasaran strategis pada satu

perspektif mendukung pencapaian sasaran strategis pada
level di atasnya. Pengecekan dilakukan dengan cara membaca
dari bawah ke atas, yakni perspektif learn and growth harus
menjawab "apa yang harus dimiliki Badan Pengawas Obat dan

Makanan", perspektif internal process sasaran strategis harus
menjawab "apa yang harus dilakukan Badan Pengawas Obat
dan Makanan", dan perspektif stakeholders harus menjawab
"apa yang diharapkan negara dengan adanya Badan Pengawas
Obat dan Makanan".

Gambar 1
Peta Strategi BSC Level 0
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Gambar 2
Peta Strategi BSC Level 0
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I1.2. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. UMUM
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu pernyataan
mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan dijadikan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi. Indikator kinerja bersifat definitif/terukur dan
berfungsi untuk menyeimbangkan antara kondisi ideal dengan
realitas. IKU disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. SMART-C: spesific, measurable, achievable, relevant, time-
bound, dan continuously improve.

a. specificc. mampu menyatakan sesuatu secara definitif
(tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan
khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu
unit/ pegawai;

b. measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara
pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan

satuan pengukurannya;

c. achievable: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan
memiliki target yang menantang;
d. relevant: IKU yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai
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